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ABSTRAK  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 
pengangguran, tingkat pendidikan, upah minimum, dan pengeluaran per kapita 
terhadap kemiskinan di Kota Makassar. Penelitian ini merupakan jenis penelitian 
kuantitatif. Adapun data yang digunakan yaitu data sekunder dengan jenis data deret 
waktu tahunan dalam periode 2008-2018 (10 tahun) yang diperoleh dari Badan Pusat 
Statistik (BPS). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi berganda dengan menggunakan SPSS versi 21, dari model ini menunjukkan 
berapa besar pengaruh yang terjadi antara variabel independen terhadap variabel 
dependen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengangguran, tingkat 
pendidikan, upah minimum, dan pengeluaran per kapita berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kemiskinan di Kota Makassar. Implikasi dari penelitian ini yakni 
diperlukan upaya dari berbagai pihak untuk meningkatkan performa pendidikan dalam 
meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama bagi golongan miskin. Terkhusus 
pemerintah harus meningkatkan dan mengoptimalkan akses pendidkan sampai ke kaum 
rentan miskin. Selain itu peningkatan upah minimum yang lebih baik, dan kolaborasi 
yang menyeluruh antar stakeholder untuk pengentasan kemiskinan. 
 




This study aims to see whether there is an effect of unemployment, education level, 
minimum wage, and capita expenditure on poverty in Makassar City. This research is a 
type of quantitative research. The data used are secondary data with the type of annual 
time series data in the 2008-2018 (10 years) period obtained from the Central Statistics 
Agency (BPS). The data analysis technique used in this study is multiple regression 
analysis using SPSS version 21, this model shows how much influence occurs between the 
independent variables on the dependent variable. The results of this study indicate that 
the unemployment variable, the education level, the minimum wage, and the per capita 
expenditure have a positive and significant effect on poverty in Makassar City. The 
implication of this research requires efforts from various parties to improve the 
performance of education in increasing the standard of living of the community, especially 
for the poor. Especially the government must improve and optimize access to education 
 





for the vulnerable to the poor. In addition, a better minimum wage increase, and 
comprehensive collaboration among stakeholders for poverty alleviation. 
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PENDAHULUAN/INTRODUCTION 
Masalah kemiskinan yang terjadi di Kota Makassar cukup kompleks karena 
beragamnya kondisi sosial masyarakat dan pengalaman kemiskinan yang berbeda-
beda. Pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar mengalami peningkatan dari tahun 
ke tahun, bahkan melampaui angka pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dan 
Nasional, hal tersebut merupakan pencapaian yang membanggakan, dimana 
pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mengalami peningkatan ditengah-tengah 
merosotnya ekonomi global dan ekonomi dunia yang tidak stabil. angka 
kemiskinan justru tidak menunjukkan perbaikan yang berarti. Kemiskinan di Kota 
Makassar makin mengkhawatirkan. Meskipun dikatakan bahwa telah dilakukan 
upaya untuk mencegah kemiskinan, namun masih banyak masyarakat yang tidak 
dapat menikmati kesejahteraan, terkhusus untuk masyarakat miskin. Pengeluaran 
pemerintah yang berorientasi pada pertumbuhan diberbagai daerah semakin besar 
dari waktu ke waktu, namun seringkali tidak berbanding lurus dengan output 
pengentasan kemiskinan (Ginting, 2019; Heitzmann & Matzinger, 2020; 
McWilliam, Wianti, & Taufik, 2021; Panda & Padhi, 2020; Refaeli & Achdut, 2020; 
Sharaunga & Mudhara, 2021). 
Kebaruan dari penelitian ini adalah estimasi terhadap kemiskinan Kota 
Makassar yang didekati dengan pendekatan edukasi, pengangguran dan upah 
minimum serta pengeluaran perkapita. Sementara studi sebelumnya (Anwar & 
Aswandi, 2019) persoalan pendapatan dan kemiskinan Kota Makassar di potret 
dari perspektif ekonomi lingkungan saja, dengan pendekatan kualitatif. 
Sementara, riset ini mencoba mengestimasi lebih jauh persoalan kemiskinan Kota 
Makassar, dengan perspektif yang berbeda dengan pendekatan kuantatif.   
Menurut Keynes (dalam Aisyah , 2020) terkait pengangguran bila harga dari 
tenaga kerja (upah) cukup fleksibel, maka permintaan akan tenaga kerja selalu 
seimbang dengan penawaran akan tenaga kerja.  Tidak ada kemungkinan 
timbulnya pengangguran suka rela, artinya pada tingkat upah (riil) yang berlaku 
di pasar tenaga kerja semua orang yang bersedia untuk bekerja pada tingkat upah 
tersebut akan memperoleh pekerjaan. Sedangkan mereka yang menganggur, 
hanyalah orang-orang yang tidak bersedia bekerja pada tingkat upah yang berlaku 
atau penganggur yang sukarela (Aspromourgos, 2019; Festré, 2019; Oner, 2015; 
Singerman, 2016; Üşenmez, 2017) 
Berbeda dengan pandangan Marx (dalam Rioux, et.all, 2020) bahwa dalam 
sistem free labor market, akan memunculkan kompetisi antar industri dan akan 
menghasilkan sistem monopoli dari industri yang paling kuat, tentunya memiliki 
modal yang paling banyak. Dengan munculnya monopoli modal tersebut, maka 
pemilik kapital yang mengendalikan jalannya sistem produksi perusahaan-
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perusahaan, termasuk menentukan upah buruh dengan murah. Menurutnya dalam 
sistem ini, pemilik modal melakukan penghisapan atas buruh. Pada kondisi yang 
sulit ini, buruh benar-benar tergantung atas pemilik kapital. Buruh yang tidak 
produktif, bisa saja tidak dipekerjakan lagi dan ikut memperparah angka 
pengangguran. Dalam analisis Marx dalam konsep ”kelas buruh”, apabila semua 
proses produksi dan pemasaran terpengaruh oleh pemilik modal semata, maka 
akan berakibat pada masyarakat kecil yang memiliki kapital yang relatif lebih kecil. 
Dalam hal ini , terjadi kompetisi yang tidak seimbang,  pemilik modal cenderung 
lebih dominan mengatur jalannya pasar tenaga kerja (Amal, 2018; Bardhan & 
Roemer, 1994; Ehret, 2014; Shleifer & Vishny, 1994) 
Marjit, Ganguly, & Acharyya (2020) upah minimum merupakan usaha untuk 
memperbaiki penghidupan  penduduk yang berpendapatan rendah, terutama bagi 
pekerja yang tergolong miskin. Semakin meningkat upah minimum, maka akan 
semakin meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga kesejahteraan juga 
meningkat. Konsekuensi dari upah minimum dalam perilaku pencarian kerja, 
memberikan jaminan upah yang layak bagi tenaga kerja di perusahaan (Arango & 
Flórez, 2020; Averett, Smith, & Wang, 2020; Braun, Döhrn, Krause, Micheli, & 
Schmidt, 2020; Dütsch & Himmelreicher, 2020; Heise, 2020; Kaufman, 2020; 
Marjit et al., 2020). Menurut Adam Smith (dalam Sabia, et.all  2019) 
mengemukakan bahwa upah ditentukan oleh biaya hidup pekerja. Menurutnya, 
tinggi rendahnya biaya hidup ditentukan oleh jumlah produksi yang dihasilkan 
dengan prinsip division of labor. Upah minimum tidak mempengaruhi peningkatan 
lapangan kerja, tetapi secara substansial meningkatkan hasil upah dengan tingkat 
produksi tertentu (Soundararajan, 2019).  
Demikian halnya dengan Ricardo (dalam Evensky, 1993) berpendapat 
bahwa upah ditentukan oleh interaksi permintaan (utilitas) dan penawaran (biaya 
produksi) tenaga kerja. Dan tingkat upah sebagai balas jasa bagi tenaga kerja 
merupakan harga yang diperlukan untuk mempertahankan dan melanjutkan 
kehidupan para tenaga kerja. Ricardo juga menyatakan bahwa perbaikan upah 
hanya ditentukan oleh tingkat produksi tenaga kerja itu sendiri dan pembentukan 
upah sebaiknya diserahkan kepada persaingan bebas di pasar.  
 Wang & Yang (2020) kemiskinan adalah fenomena masyarakat yang 
sederhana dan kompleks. Ini berdampak besar pada individu dalam berbagai 
aspek. Dalam beberapa abad terakhir, terdapat kontradiksi antara si kaya dan si 
miskin, yang berangsur-angsur muncul dan beberapa stereotipe kemiskinan telah 
berkembang. Kelompok miskin tertentu mendapat stigma hidup serba 
kekurangan. Menurut teori Malthus (dalam Wietzke, 2020) bahwa bahan makanan 
penting untuk kelangsungan hidup, nafsu manusia tidak dapat ditahan dan 
pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari ketersediaan bahan makanan. Teori 
ini menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sedangkan 
pertumbuhan ketersediaan pangan mengikuti deret hitung. Teori Malthus jelas 
menekankan tentang pentingnya keseimbangan pertambahan penduduk menurut 
deret ukur terhadap persediaan bahan makanan menurut deret hitung. Artinya, 
 





jika tidak dibatasi penduduk, maka akan kekurangan makanan, hal inilah juga 
yang menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan. Masyarakat selalu terjebak 
perangkap fertilitas. Tingkat kesuburan untuk orang miskin dan tidak miskin sama-
sama tinggi, yang menyebabkan tingkat fertilitas tinggi, kedua kelas tersebut 
terjebak dalam "perangkap Malthusian". Dalam kondisi ini, pengaruh jumlah 
penduduk dan kemiskinan cukup tinggi, terutama jika pengaruh negatif fertilitas 
tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi (Benfica & Henderson, 2020; Bradford, 
2020; McWilliam et al., 2021; Workneh, 2020). Lain halnya dengan Marx (dalam 
Greenhill & Wilson, 2006) bahwa mereka menentang teori Malthus. Marx dan 
Engels berpendapat bahwa ide pertumbuhan bahan makanan yang mengikuti pola 
deret hitung tersebut tidak benar. Artinya, selama ilmu pengetahuan dan teknologi 
berkembang dengan baik, maka mampu meningkatkan produksi bahan makanan 
atau barang-barang lainnya sama seperti jumlah populasi. Maka tidak akan terjadi 
kemiskinan. Pendapat yang sebaliknya diutarakan oleh Marx bahwa jumlah 
produksi justru ditentukan oleh jumlah tenaga kerja sebab yang menciptakan nilai 
atas sebuah barang adalah buruh, untuk itu produksi berbanding linear dengan 
tenaga kerja (Gare, 2020; Rioux et al., 2020) 
BAHAN DAN METODE/ MATERIAL AND METHOD  
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. yaitu metode penelitian 
yang merupakan pendekatan ilmiah terhadap keputusan ekonomi. Data kuantitatif 
ini berupa data runtut waktu (time series) yaitu data yang disusun menurut waktu 
pada suatu variabel tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data 
kuantitatif yang dikumpulkan melalui data sekunder dari BPS) Kota Makassar dan 
Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan.  
Selain itu juga  terdapat studi literatur baik buku, publikasi jurnal, serta 
sumber data terbitan beberapa instansi tertentu. Data indeks kemiskinan menjadi 
variabel dependen. Sementara untuk variabel independen, diantaranya 
pengangguran dalam satuan jiwa, tingkat pendidikan berdasarkan satuan persen, 
upah minimum berdasarkan satuan rupiah, dan pengeluaran per kapita 
berdasarkan satuan rupiah.  Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kota 
Makassar melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar dan Badan Pusat 
Statistik (BPS) Sulawesi Selatan dari tahun 2008 – 2018. 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis 
model Regresi Berganda. Tujuannya adalah untuk menghitung parameter-
parameter estimasi dan untuk melihat apakah varabel bebas mampu menjelaskan 
varabel terikat dan memiliki pengaruh. Variabel yang akan diestimasi adalah 
varabel terikat, sedangkan variabel-variabel yang mempengaruhi adalah variabel 
bebas. Metode ini memperlihatkan hubungan variabel bebas dengan variabel 
terikat, digunakan untuk melihat pengaruh pengangguran, tingkat pendidikan, 
upah minimum, dan pengeluaran perkapita terhadap kemiskinan di Kota Makassar. 
Teknik yang digunakan dengan persamaan Exponential Function dengan 
Multiple Regression, sebagai berikut; 
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Pvtyt = β0 Umplyt β1 LEdct β2 MWgt β3 PcExpt β4 μt       (1) 
Untuk mengestimasikan koefisien regresi, sesuai pendapat Feldstein (1988) 
dilakukan transformasi ke bentuk linear dengan menggunakan logaritma natural 
(ln) parsial ke dalam model sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut: 
LnPvtyt =Lnβ0 + β1LnUmplyt + β2LnLEdct  + β3 Ln MWgt  + β4LnPcExpt  + µt    (2) 
Dimana, Pvty adalah Kemiskinan. β0 merupakan Intercept atau bilangan 
konstanta, β1, β2, β3, β4 adalah nilai Koefisien Regresi, Umply adalah Pengangguran 
(jiwa); LEdc merupakan Tingkat Pendidikan; sementara MWgt   adalah Upah 
Minimum, PcExp  merupakan Pengeluaran Per kapita; Ln merupakan Logaritma 
Natural, t merupakan Time Series/cross section; µ merupakan residual. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN /RESULT AND DISCUSSION 
Tabel 1. Estimasi Pengaruh Pengangguran, Tingkat Pendidikan, 
Upah Minimum dan Pengeluaran Perkapita Terhadap 





Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta  
(Constant) 10,672 149286,652  0,713 0,508 
Pengangguran 0,345 2,010 0,031 0,172 0,000 
Tingkat Pendidikan 0,628 5,311 -0,215 1,248 0,007 
Upah Minimum 0,110 0,007 -0,256 1,418 0,016 
Pengeluaran Per kapita 0,853 0,153 0,913 5,569 0,003 
Sumber: Output data sekunder setelah diolah, Tahun 2019; (Citra, 2019) 
Y= 10,672 + 0,345 + 0,628 + 0,110 + 0,853 
Nilai Konstanta (a). Nilai konstanta sebesar 10,672 yang berarti jika 
pengangguran (X1), tingkat pendidikan (X2), upah minimum (X3), dan pengeluaran 
per kapita (X4) nilainya konstan atau 0 maka nilai Kemiskinan (Y) sebesar 10,672. 
Variabel pengangguran (X1), output koofisien regresi linear untuk variabel 
pengangguran sebesar 0,345 artinya jika nilai penganggguran meningkat 1 persen 
maka nilai variabel kemiskinan (Y) juga akan meningkat sebesar 0,345. 
Sedangkan variabel  tingkat Pendidikan (X2) menunjukkan output koofisien regresi 
linear untuk variabel tingkat pendidikan sebesar 0,628 artinya jika nilai tingkat 
pendidikan meningkat 1 persen maka nilai variabel kemiskinan (Y) juga akan 
meningkat sebesar 0,628. Lain halnya dengan upah minimum (X3) menunjukkan 
output koofisien regresi linear untuk variabel upah minimum sebesar 0,110 artinya 
jika nilai upah minimum meningkat 1 persen maka nilai variabel kemiskinan (Y) 
juga akan meningkat sebesar 0,110. Terakhir, pengeluaran Per Kapita (X4), 
menunjukkan output koofisien regresi linear untuk variabel pengeluaran per kapita 
 





sebesar 0,853 artinya jika nilai pengeluaran per kapita meningkat 1 persen maka 
nilai variabel kemiskinan (Y) juga akan meningkat sebesar 0,853. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka interprestasi model secara rinci 
atau spesifik mengenai hasil pengujian dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Pengaruh Pengangguran terhadap kemiskinan di Kota Makassar 
Tabel uji parsial t menujukkan nilai variabel pengangguran (X1) pada tabel 
cooficient sebesar 0,000 < 0,05. sesuai pengambilan keputusan dalam uji hipotesis 
parsial t jika nilai sig. < 0,05 maka Ha diterima dan H0 di tolak yang artinya 
pengaangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan Kota 
Makassar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aiyedogbon 
(2012) yang meneliti relasi pengangguran terhadap kemiskinan di Nigeria, dimana 
hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kurangnya lapangan kerja merupakan 
alasan utama terjadinya kemiskinan. Mengingat kekuatan kuat yang berperan 
dalam ekonomi global, masalah-masalah ini menghadirkan tantangan besar bagi 
pemerintah dan masyarakat luas, oleh karena itu direkomendasikan upaya yang 
harus dilakukan pemerintah untuk menciptakan pekerjaan dan menghentikan 
pengangguran. Pemerintah juga harus berusaha meyakinkan masyarakatnya 
untuk mengontrol angka kelahiran. Sejauh ini belum ditemukan riset yang 
bertentangan dengan hal tersebut, pengangguran dalam berbagai temuan, selalu 
berbanding lurus dengan kemiskinan. 
2. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Kota Makassar 
Tabel uji parsial t menujukkan nilai variabel tingkat pendidikan (X2) pada 
tabel cooficient sebesar 0,007 < 0,05. sesuai pengambilan keputusan dalam uji 
hipotesis parsial t jika nilai sig. < 0,05 maka Ha diterima dan H0 di tolak yang 
artinya tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan 
Kota Makassar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia 
(2012)  dimana hasil penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa variabel 
pendidikan berpengaruh secara positif terhadap kemiskinan di Kawasan Timur 
Indonesia (KTI). Sebab, pendidikan dipandang sebagai investasi yang imbalannya 
dapat diperoleh untuk beberapa tahun kemudian dalam bentuk pertambahan hasil 
kerja. Adapun penelitian ini juga sejalan dengan pendapat Amartya Sen (dalam 
Alkire, 2007) bahwa hasil penelitiannya menyimpulkan tingkat variabel pendidikan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di New York, dimana hasil 
penelitiannya menunjukkan bahwa masih kurangnya pengembangan diri terutama 
dalam pendidikan dan kesehatan yang cenderung mengarah kepada lingkaran 
kemiskinan. Dalam hal ini, ia menyimpulkan bahwa mekanisme dalam penuntasan 
kemiskinan ialah dengan pengembangan human capital terutama pendidikan dan 
kesehatan. Pendidikan mengurangi ketimpangan dan kemiskinan secara langsung, 
yaitu dengan meningkatkan produktivitas bagi golongang miskin, dan 
memperbaiki kesempatan kerja mereka untuk memperoleh pekerjaan dengan 
upah yang lebih baik, dan membuka jalur hubungan vertikal bagi anak mereka. 
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Secara tidak langsung, pendidikan memberikan kemampuan yang lebih bagi 
golongan miskin untuk memperoleh bagian mereka dari total pedapatan. Oleh 
karena itu dalam memberantas kemiskinan, salah satu caranya dengan 
meningkatkan pendidikan. Namun hal itu bertentangan dengan riset Kumah, et.all 
(2020) yang meneliti polarisasi kemiskinan di Afrika bahwa faktor pendidikan tidak 
merubah kemiskinan itu sendiri, sebab terdapat budaya yang menempatkan 
perempuan sebagai kelas kedua, yang memarginalisasi kaum miskin, khususnya 
perempuan. 
3. Pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan di Kota Makassar 
Tabel uji parsial t menujukkan nilai variabel upah minimum (X3) pada tabel 
cooficient sebesar 0,016 < 0,05. sesuai pengambilan keputusan dalam uji hipotesis 
parsial t jika nilai sig. < 0,05 maka Ha diterima dan H0 di tolak yang artinya upah 
minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan Kota Makassar. 
Hal ini juga sejalan dengan penelitian Stevans dan Sessions (2001) bahwa hasil 
penelitiannya menyimpulkan variabel upah minimum berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kemiskinan di United States, dimana dalam penelitiannya 
menyimpulkan bahwa kurangnya upah dan tidak meratanya upah di United Stated 
membuat masyarakat masuk dalam kesengsaraan yang dapat mengarah pada 
kemiskinan. Memperluas cakupan upah minimum dan meingkatkan partisipasi 
angkatan kerja keduanya memiliki dampak yang lebih besar pada tingkat 
kemiskinan dibandingkan dengan perubahan setara dalam tingkat upah minimum. 
Lebih lanjut tersirat dari hasil empiris bahwa cara paling efektif untuk mengangkat 
keluarga keluar dari lingkaran kemiskinan adalah kebijakan yang diarahkan untuk 
meningkatkan cakupan upah minimum, mendorong peningkatan partisipasi 
angkatan kerja, menaikkan upah minimum, dan mensubsidi pendidikan tinggi. 
bahwa upah minimum mempunyai hubungan terbalik dengan kemiskinan. Jika 
upah minimum meningkat, maka tingkat kemiskinan akan turun. Dan penelitian 
ini juga sejalan dengan penelitian Kaufman (2010) bahwa semakin meningkat 
tingkat upah minimum akan semakin meningkatkan pendapatan masyarakat 
sehingga kesejahteraan juga meningkat sehingga terbebas dari kemiskinan. 
Namun temuan tersebut bertentangan dengan Wiguna (2019) yang menganalisis 
variabel yang menentukan penyerapan tenaga kerja di industri di Provinsi Jawa 
Timur, Indonesia. Menggunakan data tingkat Kabupaten / Kota, persamaan 
menggunakan regresi untuk melihat pengaruh upah minimum terhadap 
penyerapan tenaga kerja industri di daerah itu. Hasil riset itu menunjukkan bahwa 
upah minimum bukanlah penentu utama penyerapan tenaga kerja dan mereduksi 
angka kemiskinan. 
4. Pengaruh pengeluaran per kapita terhadap kemiskinan di Kota 
Makassar 
Tabel uji parsial t menujukkan nilai variabel pengeluaran per kapita (X4) 
pada tabel cooficient sebesar 0,003 < 0,05. sesuai pengambilan keputusan dalam 
uji hipotesis parsial t jika nilai sig. < 0,05 maka Ha diterima dan H0 di tolak yang 
 





artinya pengeluarn per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kemiskinan Kota Makassar. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Rahma dkk, dimana kesimpulan penelitiannya diperoleh bahwa pengeluaran per 
kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kota Makassar. 
Sebab, tidak dikatakan dalam kemiskinan jika berada pada standar hidup layak, 
dikatakan standar hidup layak jika terjadi peningkatan konsumsi. Adapun 
penelitian ini sejalan dengan pendapat Haughton dan Khandker (dalam Tuyen, 
2015) bahwa variabel pengeluaran per kapita berpengaruh terhadap kemiskinan 
di Vietnam dimana kesimpulannya menyatakan bahwa dengan melihat 
pengeluaran seseorang dapat menyimpulkan apakah mereka termasuk dalam 
kemiskinan atau terbebas dari kemiskinan. Pekerja sektor non pertanian, praktis 
memiliki pengeluaran  perkapita yang lebih besar di Vietnam. Semakin tinggi 
pengeluaran, semakin mereka jauh dari lingkaran kemiskinan. adapun dalam 
mengukur kemiskinan terdapat dua pendekatan yaitu pendapatan dan 
pengeluaran. Pendapatan rumah tangga menarik untuk digunakan dalam 
mengukur kesejahteraan rumah tangga. Pengeluaran publik dapat efektif dalam 
mengurangi kemiskinan hanya ketika peraturan kebijakannya tepat.  
 
KESIMPULAN / CONCLUTIONS 
Berdasarkan hasil analisis penelitian menggunakan model regresi berganda 
dengan data sekunder time series dalam periode 2008-2018. Dapat diambil 
kesimpulan bahwa variabel pengangguran, tingkat pendidikan, upah minimum dan  
pengeluaran per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di 
Kota Makassar. Rekomendasi dari penelitian ini sangat diperlukan upaya dari 
berbagai pihak untuk meningkatkan performa pendidikan dalam meningkatkan 
taraf hidup masyarakat, terutama bagi golongan miskin. Terkhusus pemerintah 
harus meningkatkan dan mengoptimalkan akses pendidkan sampai ke kaum 
rentan miskin. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia melalui peningkatan keahlian dan keterampilan, serta kemampuan 
dalam berbagai bidang untuk menciptakan kemandirian, sehingga angka 
pengangguran dapat semakin diminimalisir. Terkait dengan upah minimum, 
pemerintah harus benar-benar ikut mengadvokasi upah minimum yang layak bagi 
tenaga kerja agar kesejahteraan mereka semakin meningkat dan terhindar dari 
proses eksploitasi buruh. Terakhir, dalam upaya peningkatan pendapatan dan 
mengurangi angka kemiskinan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, tapi 
membutuhkan sinergitas stakeholder swasta, CSO, benefeciaries dan aparatur 
pemerintahan itu sendiri untuk terlibat secara kolektif dalam upaya mereduksi 
angka kemiskinan yang ada di Kota Makassar. 
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